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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan di Desa Terantang Kecamatan Tambang 
Kabupaten Kampar. Peneliti bermaksud untuk mengetahui apakah Penerapan 
Akuntansi yang dilakukan oleh Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten 
Kampar telah sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.  

Jenis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. Penulis memakai metode deskriptif yaitu, menganalisa dan 
mengumpulkan data, yang kemudian disusun berdasarkan kelompoknya agar 
data-data tersebut dapat diteliti berdasarkan teori relevan yang berkaitan dengan 
rumusan masalah. 

Desa Terantang Kecamatan Tambang tidak menghitung penyusutan 
terhadap asset tetap, kemudian terdapat kesalahan perpindahan saldo asset tetap 
dan di akhir periode Pemerintah Desa Terantang tidak menghitung saldo 
persediaan yang masih tersisa di akhir periode. Dari hasil penelitian yang telah 
dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi keuangan pada Desa 
Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar belum sepenuhnya sesuai 
dengan prinsip Akuntansi Berterima Umum. 

 

Kata Kunci : Penyusutan Aset Tetap, Penyesuaian Persediaan, Akuntansi 

Keuangan Desa dan Prinsip Akuntansi Berterima Umum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This research was conducted in Terantang Village, Tambang District, 
Kampar Regency. The researcher intends to find out whether the application of 
accounting carried out by Terentang Village, Tambang District, Kampar Regency 
is in accordance with Generally Accepted Accounting Principles. 

The types of data used in this research are primary data and secondary 
data. The author uses a descriptive method, namely, analyzing and collecting 
data, which is then arranged based on the group so that the data can be 
researched based on relevant theories related to the formulation of the problem. 

Terantang Village, Tambang District did not calculate depreciation on 
fixed assets, then there was an error in the transfer of fixed asset balances and at 
the end of the period the Terentang Village Government did not calculate the 
remaining inventory balance at the end of the period. From the results of the 
research that has been carried out, it can be concluded that the application of 
financial accounting in Terentang Village, Tambang District, Kampar Regency is 
not fully in accordance with Generally Accepted Accounting principles. 

 
 

Keywords: Fixed Asset Depreciation, Inventory Adjustment, Village Financial 
Accounting and Generally Accepted Accounting Principles 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Lahirnya UU (Undang-undang) No. 32 tahun 2004 yang mana telah diubah 

menjadi UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan bahwa 

adanya sistem desentralisasi, yaitu pelimpahan segala urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Adanya sistem desentralisasi 

membawa dampak perubahan besar bagi pertumbuhan nasional Indonesia. Hal ini 

ditunjukan dengan adanya keberhasilan tiap daerah otonom dalam pertumbuhan 

ekonomi dan kemandirian membangun daerah masing-masing. Berbagai 

keberhasilan dicapai baik di bidang Pendidikan, Pariwisata, Kesehatan, 

Infrastruktur dan berbagai apresiasi di berbagai bidang lainnya termasuk 

penghargaan Pemerintah Pusat terhadap kualitas pengelolaan keuangan daerah 

melalui Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Republik Indonesia.  

Desa memiliki peran penting dalam upaya pemerintah mencapai tujuan 

yang ingin di capai oleh pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan desa lebih dekat 

dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan 

dan menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan 

sebagian besar wilayah Indonesia ada di perdesaan. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2014 tentang 

Desa menyatakan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, 
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kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permendagri No. 20 Tahun 2018 

menyatakan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) 

tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. 

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang bersifat 

universal, terdapat dimana pun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang 

terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) 

maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada 

sektor pertanian. 

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa pengelolaan desa 

adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola 

berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan 

tertib dan disiplin anggaran. Mengacu kepada Permendagri No. 20 Tahun 2018 

laporan keuangan desa yang wajib dilaporkan oleh pemerintahan desa berupa 1) 

Anggaran, 2) Buku Kas, 3) Buku Pajak, 4) Buku Bank, 5) Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA). 

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 

keuangan Desa. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya 

disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan 
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keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasakan sebagian 

kekuasaan PKPKD. 

Laporan keuangan adalah laporan yang didalamnya mengandung 

informasi tentang kinerja keuangan dalam periode tertentu. Dalam perusahaan, 

informasi kinerja keuangan digunakan oleh pihak internal dan pihak eksternal 

perusahaan. Pada pihak internal, laporan keuangan bertujuan untuk 

membandingkan kinerja keuangan perusahaan selama satu periode pencatatan 

yang selanjutnya dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Sedangkan pada 

pihak eksternal, laporan keuangan dimanfatkan contohnya sebagai dasar untuk 

membandingkan kemampuan perusahaan dalam membayar deviden, dengan 

demikian investor akan mengambil keputusan untuk menjual atau menambah 

saham yang dimiliki. Laporan keuangan dapat dibuat secara mingguan, bulanan, 

triwulan, atau tahunan. 

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran 

pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Prioritas penggunaan 

dana desa diatur melalui Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal, 

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang prioritas 

penggunaan Dana Desa Tahun 2017. 

Akuntansi desa adalah pencatatan yang dilakukan oleh desa, dimana 

bermula dari pengumpulan bukti transaksi yang terjadi di desa, setelah itu 
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dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan mendapatkan 

informasi akuntansi yang akan digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan 

desa. Pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan desa adalah masyarakat 

desa, perangkat desa, pemerintahan daerah, pemerintahan pusat. 

Pelaksanaan keuangan desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan 

Desa menyatakan bahwa Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban 

desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang atau 

barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan 

hak dan kewajiban desa. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah pasal 212 ayat (2) menyatakan bahwa hak dan kewajiban 

menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa. 

Proses akuntansi berdasarkan Ikatan Akuntan Indonesia-Kompartemen 

Akuntan Sektor Publik (IAI-KASP, 2015) tentang pedoman asistensi akuntansi 

keuangan desa dimulai dari yang pertama tahap pencatatan, tahap ini 

merupakan langkah awal dari siklus akuntansi, berawal dari bukti-bukti transaksi 

selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku yang sesuai. Tahap yang kedua 

yaitu tahap penggolongan, tahap penggolongan ini merupakan tahap 

mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai 

dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai ke dalam 

kelompok debit dan kredit. Tahap yang ketiga yaitu tahap pengikhtisaran, pada 

tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Dan tahap yang ke 
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empat adalah tahap pelaporan, tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus 

akuntansi, kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah 1) membuat Laporan 

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes, 2) Laporan Kekayaan Milik 

Desa. 

Desa Terantang adalah salah satu desa di Kabupaten Kampar yang 

menerima dana Desa pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.867.992.000 dan pada tahun 

2019 sebesar Rp. 1.180.569.000 pada Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa 

(lampiran 2). Digunakan dalam bidang bidang penyelenggaraan pemerintahan 

desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, 

dan bidang pemberdayaan masyarakat. Dasar pencatatan yang di lakukan pada 

Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar adalah basis kas (cash 

basis), dimana transaksi dicatat pada saat menerima kas atau pada saat 

mengeluarkan kas, sedangkan pendapatan baru diakui pada saat kas atau uang 

sudah diterima dan beban baru diakui pada saat kas telah dikeluarkan untuk 

membayar beban tesebut. 

Proses akuntansi yang dilakukan pada Desa Terantang ini sudah 

menggunakan sistem yang terkomputerisasi yaitu menggunakan aplikasi Sistem 

Keuangan Desa (SISKEUDES). Desa Terantang pertama kali membuat proses 

perencanaan dan penganggaran desa untuk menetapkan dan menyusun kegiatan 

dimasa yang akan datang. Perencanaan pembangunan desa ini terdiri dari 

penyusunan RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) yaitu 

rencana kegiatan desa untuk jangka waktu 6 tahun, dan RKPDesa (Rencana Kerja 

Pemerintah Desa) merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 
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tahun yang dituangkan dalam penyusunan anggaran yaitu Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa (Lampiran 4) dalam pelaksanaan anggaran tersebut maka akan 

timbul transaksi. Kemudian dari transaksi tersebut di input secara 

terkomputerisasi dengan menggunakan aplikasi sistem keuangan desa 

(SISKEUDES) agar pencatatan lebih terperinci dan akurat. Penginputan data 

transaksi berkaitan dengan penerimaan desa maupun pengeluaran kas desa yang 

digunakan untuk pelaksanaan kegiatan desa akan menghasilkan Buku Kas Umum 

Desa (Lampiran 5). Setelah itu membuat Buku Kas Pembantu Pajak (Lampiran 8) 

yang digunakan untuk mencatat pungutan atau pemotongan serta pencatatan 

penyetoran ke kas negara sesuai ketentuan perundangan. Lalu membuat Buku 

Bank Desa (Lampiran 7) yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan 

dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank. Selanjutnya membuat 

Buku Kas Pembantu Kegiatan (Lampiran 6) yang digunakan untuk menyajikan 

rincian pencatatan penerimaan dan pengeluaran dari buku kas umum. Setelah itu 

Desa Terantang membuat Buku Inventaris Desa (Lampiran 3) yaitu digunakan 

untuk mencatat barang-barang yang dimiliki desa. 

Kemudian Desa Terantang membuat Laporan Realisasi Pelaksanaan 

APBDes (Lampiran 2) digunakan untuk memperoleh informasi posisi keuangan 

yang berisikan mengenai Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus dan Pembiayaan 

yang membandingkan antara anggaran dan realisasi untuk mengetahui sisa lebih 

atau kurang perhitungan anggaran. Laporan ini dibuat berdasarkan data dari 

Laporan Realisasi APBDesa per semesteran. Terakhir Desa Terantang membuat 

Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 1), yang isinya aset lancar terdiri dari 
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kas, piutang, persediaan, dan aset tetap terdiri tanah, peralatan dan mesin gedung 

dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi. 

Berdasarkan proses akuntansi yang dilakukan Desa Terantang Kecamatan 

Tambang Kabupaten Kampar sudah menggunakan aplikasi khusus yaitu aplikasi 

sistem keuangan desa (SISKEUDES) dalam pembuatan pelaporan keuangan agar 

pencatatan lebih terperinci dan akurat, namun pada tahun 2018 Desa Terantang 

masih membuat laporan keuangan secara manual.  

Pada pencatatan laporan keuangan Desa Terantang masih terdapat 

beberapa permasalahan dari proses penyusunan laporan keuangan Desa Terantang 

pada Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 1) bagian akumulasi penyusutan 

aktiva tetap bersaldo Rp 0, karena bendahara desa tidak menghitung jumlah 

penyusutan pada aset tetap seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, 

jalan, jaringan dan instalasi. Selain itu Desa Terantang juga tidak membuat buku 

besar pada tahap penggolongan. 

Pada Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2019, terdapat perbandingan 

nilai aset tetap tahun 2019 dan 2018. Pada aset tetap 2018, Desa Terantang tidak 

mengakumulasikan nilai aset tetap yang terdapat di Laporan Kekayaan Milik Desa 

Tahun  2018 ke tahun 2019.  

Diakhir periode Pemerintahan Desa Terantang tidak menghitung saldo 

persediaan yang masih tersisa. Selain itu, Pada Laporan Kekayaan Milik Desa 

(Lampiran 1) nilai persediaan desa tahun 2018 dan 2019 bersaldo Rp. 0, 

sementara dalam satu periode persediaan belum tentu habis dan bersaldo nol. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa 

Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Provinsi Riau”. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka 

rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Apakah Penerapan Akuntasi Keuangan pada Pemerintahan Desa 

Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar telah sesuai dengan prinsip 

akuntansi berterima umum? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan yang diterapkan pada 

Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar telah sesuai dengan 

Prinsip Akuntansi Berterima Umum. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis, dapat menambah wawasan dalam hal penerapan prinsip serta 

dasar akuntansi keuangan pada Desa Terantang Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar. 

2. Bagi Kantor Desa Terantang, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi aparat 

desa untuk menerapkan proses akuntansi serta dalam penyusunan laporan 
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keuangan desa yang baik dan benar sesuai dengan standar dan prinsip yang 

telah berlaku. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi masukan sebagai 

bahan pertimbangan serta referensi  untuk penelitian selanjutnya serta 

tambahan daftar pustaka. Penelitian ini juga diharapkan memberikan 

sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam 

ilmu mengenai Penerapan Akuntansi Pada Desa dan menambah Wawasan 

bagi para Mahasiswa UIR umumnya. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini akan dibagi menjadi 

lima bab yaitu: 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Pada Bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II  : TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

Bab ini menjelaskan telaah pustaka yang berhubungan dengan 

penulisan dan hipotesis serta mengemukakan konsep operasional 

penelitian. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Pada Bab ini dijelaskan tentang lokasi penelitian, operasional 

variabel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan 

data, serta teknik analisis data. 
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BAB VI  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umur desa, hasil 

penelitian dan pembahasan. 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini meliputi simpulan, dan selanjutnya penulis akan memberi 

beberapa saran yang bermanfaat bagi Kantor Desa Terantang 

ataupun bagi penulis. 
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BAB II  

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Telaah Pustaka 

2.1.1 Pengertian Akuntansi 

Pengertian Akuntansi menurut IAI-KASP (2015): “Akuntansi Adalah 

suatu kegiatan dalam mencatat data keuangan sehingga menjadi sebuah informasi 

yang berguna bagi pemakainya”.  

Berkaitan dengan akuntansi, Sumarsan (2011:2), menyatakan bahwa: 
Akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasikan, 
mengklasifikasikan, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan 
dengan keuangan, sehingga dpat menghasilkan informasi, yaitu laporan 
keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. 
 Kartikahadi, dkk (2016:3) mengemukakan bahwa: “Akuntansi adalah 

suatu system informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan 

melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan”. 

Martani, dkk  (2016:4) berpendapat bahwa:  
Akuntansi adalah bahasa bisnis (business langunge), akuntansi 
menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam 
suatu periode tertentu dan kondisi keuangan entitas pada tanggal tertentu. 
Informasi akuntansi tersebut digunakan oleh para pemakai agar dapat 
membantu dalam membuat prediksi kinerja di masa mendatang. 

 
 Kieso et al. (2014), menjelaskan bahwa :  

  Akuntansi merupakan suatu sistem dengan input data informasi dan output 
berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna 
internal maupun eksternal entitas. Sebagai sistem, akuntansi terdiri atas 
input yaitu transaksi, proses yaitu kegiatan untuk merangkum transaksi, 
dan output berupa laporan keuangan. 
 
 Definisi akuntansi menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015) adalah: 
Akuntansi adalah suatu kegiatan dalam mencatat data keuangan sehingga 
menjadi sebuah informasi yang berguna bagi pemakainya. Dari beberapa 
pengertian tentang akuntansi menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa 
akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, 
mengolah dan menyajikan data transaksi serta kejadian yang berhubungan 
dengan keuangan berhubungan dengan keuangan sehingga dapat 
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digunakan dalam pembuatan laporan keuangan dan pengambilan 
keputusan. 

     
  Dari beberapa pengertian tentang akuntansi yang menurut para ahli dapat 

disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses mencatat, mengklasifikasi, 

meringkas, mengolah dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang 

berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan dalam pembuatan 

laporan keuangan dan pengambilan keputusan. 

2.1.2 Tujuan Akuntansi 

Soemarso (2014:3-4) mengemukakan bahwa : “Tujuan utama Akuntansi 

adalah menyajikan informasi ekonomi (economic information) dari suatu kesatuan 

ekonomi (economic entity) kepada pihak-pihak yang berkepentingan”. 

  Secara umum, tujuan dari akuntansi sendiri adalah untuk mengumpulkan 

dan juga melaporkan informasi terkait masalah keuangan, kinerja, posisi 

keuangan dan lain sebagainya. Informasi yang didapatkan nantinya akan 

digunakan sebagai dasar atau landasan dalam membuat sebuah keputusan. 

2.1.3 Siklus Akuntansi 

Siklus akuntansi menurut Rudianto (2012:16): “Siklus akuntansi adalah: 

Tahapan kerja yang wajib dilakukan sejak awal hingga menghasilkan laporan 

keuangan perusahaan”. 

Pujiyanti (2015:71) mendefinisikan siklus akuntansi adalah: 
Proses penysunan suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggung 
jawabkan dan serta diterima secara umum prinsi-prinsip dan kaidah 
akuntansi, prosedur-prosedur, metode-metode, serta teknik-teknik dari 
segala sesuatu yang dicakup dalam ruang lingkup akuntansi dalam suatu 
periode tertentu. 
 
Hery (2014:42) mengemukakan bahwa, “Siklus akuntansi (Accounting 

Cycle) merupakan proses akuntansi yang diawali dengan menganalisis dan 

menjual transaksi, dan yang diakhiri dengan membuat laporan”. 
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Adapun tahapan-tahapan siklus dalam siklus akuntansi dalam Hery (2014:42) 

dapat diurutkan sebagai berikut :  

a. Mula-mula dokumen pendukung transaksi dianalisis dan informasi yang 

terkandung dalam dokumen tersebut dicatat dalam jurnal.  

b. Lalu data akuntansi yang ada dalam jurnal diposting ke buku besar.  

c. Seluruh saldo akhir yang terdapat pada masing-masing buku besar akun 

“didaftar” (dipindahkan) ke neraca saldo untuk membuktikan kecocokan antara 

keseluruhan nilai akun yang bersaldo normal debet dengan keseluruhan nilai 

akun yang bersaldo normal kredit.  

d. Menganalisis data penyesuaian dan membuat ayat jurnal penyesuaian.  

e. Memposting data jurnal penyesuaian ke masing-masing buku besar akun yang 

terkait. 

f. Dengan menggunakan pilihan (optional) bantuan neraca lajur sebagai kertas 

kerja (work sheet), neraca saldo setelah penyesuaian (adjusted trial balance) 

dan laporan keuangan disiapkan.  

g. Membuat ayat jurnal penutup (closing entries). 

h. Memposting data jurnal penutup ke masing-masing buku besar akun yang 

terkait. 

i. Menyiapkan neraca saldo setelah penutupan (post-closing trial balance). 

j. Membuat ayat jurnal pembalik (reversing entries). 

 
(IAI-KASP, 2015:12-13) mengatakan tahapan siklus akuntansi desa yaitu:  

a. Tahap Pencatatan  

Tahap ini merupakan langkah awal dari siklus akuntansi. Berawal dari 

bukti-bukti transaksi selanjutnya dilakukan pencatatan ke dalam buku yang sesuai. 

b. Tahap Penggolongan  

Tahap selanjutnya setelah dilakukan pencatatan berdasarkan bukti 

transaksi adalah tahap penggolongan. Tahap penggolongan merupakan tahap 

mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai 

dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai ke dalam 

kelompok debit dan kredit.  
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c. Tahap Pengikhtisaran  

Pada tahap ini dilakukan pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Laporan 

Kekayaan Milik Desa berisi saldo akhir akun-akun yang telah dicatat di buku 

besar utama dan buku besar pembantu. Laporan Kekayaan Milik Desa dapat 

berfungsi untuk mengecek keakuratan dalam memposting akun ke dalam debit 

dan kredit. Di dalam Laporan Kekayaan Milik Desa jumlah kolom debit dan 

kredit harus sama atau seimbang.  

Sehingga perlu pemeriksaan saldo debit dan kredit di dalam Laporan 

Kekayaan Milik Desa dari waktu ke waktu untuk menghindari salah pencatatan. 

Dengan demikian, pembuktian ini bukan merupakan salah satu indikasi bahwa 

pencatatan telah dilakukan dengan benar.  

d. Tahap Pelaporan  

Tahap ini merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Kegiatan yang dilakukan 

pada tahap ini :  

1. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa 

Laporan ini berisi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja, 

dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran 

tertentu.  

2. Laporan Kekayaan Milik Desa  

Laporan yang berisi posisi aset lancar, aset tidak lancar, dan kewajiban 

pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu. 

Dari beberapa pengertian siklus akuntansi menurut para ahli, dapat 

disimpulkan bahwa siklus akuntansi adalah proses akuntansi maupun tahapan 

akuntansi yang berawal  dari input yaitu analisis sampai menghasilkan output 

berupa laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan serta sudah sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

 

 

 

 

 



15 
 

 
 

2.1.4 Akuntansi Keuangan Desa 

2.1.4.1 Definisi Desa 

UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa mengatakan bahwa : “Desa adalah 

desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisonal 

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia” 

Permendagri No. 113 (2014; 1) bahwa:  “Desa adalah adat atau yang 

disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenanng untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa mastayrakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 

berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam 

sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditentukan bahwa Desa adalah desa 

dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang 

https://id.wikisource.org/wiki/Peraturan_Pemerintah_Republik_Indonesia_Nomor_72_tahun_2005
https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Desa
https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Desa
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untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Pengertian Desa menurut Nurcholis (2011: 2), bahwa: 
Desa adalah sebagai berikut suatu wilayah yang ditinggal oleh sejumlah 
orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memilliki adat 
istiadat yang relatif sama dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur 
kehidupan kemasyarakatan. 

 
Dari pengertian para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa desa adalah 

sebuah kumpulan pemukiman diarea pedesaan yang dipimpin oleh kepala desa 

yang diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan 

mengembangkan daerahnya sendiri. 

2.1.4.2 Pengertian Pemerintah Desa 

Pengertian pemerintahan Desa menurut Sujarweni (2015:7): 
 Pemerintahan Desa ialah organisasi ekstensi pemerintahan pusat yang 
mempunyai fungsi untuk memerintah masyarakat yang ada di pedesaan 
demi merealisasikan pengembangan desa itu sendiri. 
 
Undang-undang No. 6 Tahun 2014 mengungkapkan bahwa Pemerintahan 

desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam sistem pemerintahaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa 

berkedudukan di wilayah kabupaten atau kota. 

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa 

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
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Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama 

lain dibantu dengan perangkat unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.  

PP No. 47 Tahun 2015 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa atau disebut dengan nama lain 

adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan desa. 

2.1.4.3 Dana Desa 

Di dalam Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa dana 

desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan kabupaten/kota untuk selanjutnya di transfer ke APBD Desa. 

Dalam undang-undang No. 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa desa nantinya 

akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dimana kucuran dana 

tersebut tidak akan melewati perantara. Dana tersebut akan langsung sampai 

kepada desa. Tetapi jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa 

berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. 

Alokasi APBN yang sebesar 10% tadi, saat diterima oleh desa akan menyebabkan 

penerimaan desa yang meningkat. Penerimaan desa yang meningkat ini tentunya 
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diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban dari desa. Laporan 

pertanggungjawaban itu berpedoman pada Permendagri No 113 Tahun 2014. 

2.1.4.4 Pengertian Akuntansi Keuangan Desa 

Akuntansi merupakan suatu kegiatan dalam mencatat data keuangan 

sehingga menjadi sebuah informasi yang berguna bagi pemakainya. Menurut 

Ikatan Akuntan Indonesia (2015): “Akuntansi desa adalah hak dan kewajiban desa 

yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan  pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. 

Sujarweni (2015) mengemukakan bahwa: “Akuntansi desa adalah 

pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota 

kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan 

menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-

pihak yang berhubungan”. 

Prajoko (2016): “Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa 

yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. 

2.1.4.5 Pengguna Akuntansi Keuangan Desa 

Menurut Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa dalam IAI-KASP 

(2015:6-7) pihak-pihak yang membutuhkan dan senantiasa menggunakan 

informasi akuntansi adalah: 

a. Pihak Internal 

  Pihak internal adalah pihak yang berada didalam struktur organisasi Desa, 

yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, dan Kepala Urusan/Kepala Seksi. 

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

  Mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 

APBDesa. 

c. Pemerintah 
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  Dalam hal ini baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah 

kabupaten/kota mengingat bahwa anggaran Desa berasal dari APBN dan APBD 

melalui transfer, bagi hasil, dan bantuan keuangan. 

d. Pihak Lainnya  

Selain Pihak-pihak yang telah disebutkan sebelumnya, masih banyak lagi 

pihak-pihak yang memungkinkan untuk melihat laporan keuangan desa, misalnya 

Lembaga Swadaya Desa, RT/RW, dan sebagainya. 

2.1.4.6   Siklus Akuntansi Keuangan Desa 

Ikatan Akuntansi Indonesia – Kompartemen Akuntansi Sektor Publik 

(2015:12-13) mengemukakan : “Tahapan siklus akuntansi desa adalah siklus 

akuntansi merupakan gambaran tahapan kegiatan akuntansi yang meliputi 

pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan yang dimulai saat 

terjadi sebuah transaksi”. 

1. Perencanaan 

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan 

penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenan yang 

dianggarankan dalam APB desa. 

2. Pelaksanaan 

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan 

pengeluaran Gampong yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank 

yang ditunjuk Bupati/Walikota. Rekening kas desa dibuat oleh Pemerintah desa 

dengan tanda tangan kepala desa dan Kaur Keuangan. Dalam kondisi desa yang 

belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas desa dibuka di 

wilayah terdekat. 

3. Penatausahaan  
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Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana 

fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap 

penerimaan pengeluaran dalam buka kas umum (BKU) yang ditutup setiap akhir 

bulan. Dalam penatausahaan keuangan, Kaur Keuangan Desa diwajibkan 

membuat Buku Pembantu Kas Umum yang terdiri dari: 

a. Buku pembantu bank merupakan buku catatan penerimaan dan pengeluaran 

melalui rekening kas Desa. 

b. Buku pembantu pajak merupakan buku catatan penerimaan potongan pajak 

dan pengeluaran setoran pajak, dan  

c. Buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggung 

jawaban uang panjar. 

4. Pelaporan 

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksana APBDes semester pertama 

kepada Bupati/Walikota melalui camat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan 

APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan 

cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli 

tahun berjalan.  

5. Pertanggung Jawaban 

Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan 

setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi dan daftar 

program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa. 

Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan 
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Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Selain laporan pertanggungjawaban 

kepada Bupati/Walikota, pemerintah Desa berkewajiban menginformasikan 

kepada masyarakat melalui media informasi. Adapun informasi kepada 

masyarakat paling sedikit harus memuat laporan realisasi APBDesa, laporan 

realisasi kegiatan, laporan kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksanan, 

laporan sisa anggaran dan alamat pengaduan. 

2.1.4.7  Persamaan Akuntansi Desa 

Persamaan dalam akuntansi merupakan gambaran antara elemen-elemen 

dalam sebuah laporan keuangan yang saling berhubungan.  Terdapat 5 (lima) 

elemen pokok dalam laporan keuangan Desa, yaitu Aset, Kewajiban, Pendapatan, 

Belanja, dan Kekayaan Bersih. IAI-KASP (2015:9) Akan mudah melakukan 

pencatatan transaksi jika kita memahami persamaan akuntansi yang dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Persamaan dasar akuntansi 

Persamaan akuntansi dasar ini sangat sederhana dengan mengambil 3 (tiga) 

elemen pokok dalam laporan keuangan, yaitu aset, kewajiban, dan kekayaan 

bersih, maka dapat dirumuskan persamaan akuntansinya sebagai berikut: 

Aset = Kewajiban + Kekayaan Bersih 

2. Persamaan akuntansi yang diperluas 

Persamaan akuntansi yang diperluas dari persamaan akuntansi dasar ini 

memiliki 2 (dua) rumus yaitu: 
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Aset + Belanja = Kewajiban + Kekayaan Bersih + Pendapatan +/- 

Pembiayaan Netto 

atau 

Aset = Kewajiban + Kekayaan Bersih + (Pendapatan – Belanja) +/- 

Pembiayaan Netto 

Unsur-unsur yang ada pada laporan keuangan desa dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Aset 

Merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai 

akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial 

dimasa depan dapat diperoleh serta dapat diukur dengan satuan uang. Aset dapat 

dikelompokkan dalam : 

1. Aset Lancar, yaitu aset yang dalam periode waktu tertentu (tidak lebih dari satu 

tahun) dapat dicairkan menjadi uang kas atau menjadi bentuk aset 

lainnya. Misalnya Kas, Piutang, Persediaan. 

2. Aset Tidak Lancar, yaitu aset yang mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu 

tahun. Misalnya Investasi Permanen, Aset Tetap, Dana Cadangan, Aset Tidak 

Lancar Lainnya. 

b. Kewajiban 

Merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaian-

nya mengakibatkan aliran keluar sumber dayaekonomi yang dimiliki. Kewajiban 

ini bisa berupa Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. 
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Misalnya Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Pemotongan Pajak, Utang Cicilan 

Pinjaman, Pinjaman Jangka Panjang. 

c. Kekayaan Bersih 

Merupakan selisih antara aset yang dimiliki desa dengan kewajiban.yang 

harus dipenuhi desa sampai dengan tanggal 31 Desember suatu tahun. 

d. Pendapatan 

Merupakan penerimaaan yang akan menambah Saldo Anggaran Lebih 

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah 

Desa, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah Desa. 

e. Belanja 

Merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara yang mengurangi Saldo 

Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak 

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah desa. 

f. Pembiayaan  

Merupakan setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada 

kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima 

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun 

anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk 

menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. 

2.1.4.8 Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) 

Menurut IAI- KASP (2015: 2) APBDesa pada dasarnya adalah rencana 

keuangan tahunan pemerintahan desa. APBDesa terdiri atas: 

a. Pendapatan Desa 
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Meliputi semua penerimaan uang melaui rekening desa yang merupupakan 

hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh 

desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. 

b. Belanja Desa 

Meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban 

desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya 

kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai 

penyelengaraan kewenangan desa dan diklasifikasikan menurut kelompok, 

kegiatan, dan jenis. 

c. Pembiayaan Desa 

Meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa 

terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang 

diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis. 

d. Laporan Kekayaan Milik Desa 

Salah satu lampiran peraturan desa mengenai Laporan 

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa yaitu Laporan Kekayaan 

Milik Desa.  

Laporan Kekayaan Milik Desa menggambarkan akumulasi kekayaan milik 

desa pertanggal tertentu. Laporan Kekayaan Milik Desa disajikan secara 

komparatif dengan tahun sebelumnya untuk melihat tingkat kenaikan atau 

penurunannya. 
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2.1.4.9 Azaz Pengelolaan Keuangan Desa 

Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang 

baik. Asas pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 

(Wijaya, 2018: 47-48) antara lain : 

1. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk 

mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang 

keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk 

memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang 

penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

2. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban mempertanggung jawabkan 

pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang 

dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. 

Akuntabel menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan 

kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan oeraturan perundang-

undangan. 

3. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan 

kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. 

4. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu 

pada aturan atau pedoman yang melandasinya. 

2.1.4.10  Sistem Keuangan Desa 
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Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) ini dikembangkan 

bersama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Aplikasi siskeudes ini ditujukan 

kepada aparat pemerintah desa untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa 

mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan/pertanggungjawaban. 

Prosedur penggunaan aplikasi siskeudes oleh pemerintah desa dilakukan melalui 

permohonan dari pemerintah daerah untuk penggunaan aplikasi Siskeudes kepada 

Kemendagri atau perwakilan BPKP setempat. Tujuannya adalah agar penggunaan 

aplikasi siskeudes dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat 

diterapkan pada seluruh desa yang ada pada wilayah perintah daerah yang 

bersangkutan. Di dalam aplikasi siskeudes ini terdapat data entri, dimana secara 

umum menu data entri merupakan menu yang digunakan oleh pemerintah desa. 

Menu data entri dibagi dalam 4 kelompok menu yang disesuaikan dengan tahapan 

pengelolaan keuangan desa. 

Pengelompokan menu data entri dimaksud terdiri dari: 

a) Modul-Perencanaan, merupakan kelompok menu yang digunakan untuk 

merekam Data Umum Desa, RPJMDesa dan RKPDesa. 

b) Modul-Penganggaran, merupakan kelompok menu yang digunakan untuk 

melakukan prosedur penyusunan anggaran dengan output utama APBDesa 

dan Penjabaran APBDesa. 

c) Modul-Penatausahaan, merupakan kelompok menu yang digunakan untuk 

melakukan proses penatausahaan dalam tataran pelaksanaan anggaran 

APBDesa yang meliputi pengajuan SPP, pencairan dan pertanggungjawaban. 
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Output utama menu ini adalah buku-buku penatausahaan keuangan desa 

seperti Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Buku Kas Umum-Tunai, Buku 

Bank dan Buku Pajak. 

d) Modul-Pembukuan, Merupakan kelompok menu dalam rangka 

menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang meliputi Laporan 

Pelaksanaan Anggaran APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa. 

2.1.5 Laporan Keuangan Desa 

2.1.5.1 Pengertian Laporan Keuangan Desa 

Pengertian laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015): 
Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan dan 
laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan 
dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan yang lengkap 
biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi 
keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai 
laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta 
materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. 
Sama halnya dengan pemerintahan daerah, desa juga wajib menyusun 
laporan keuangan desa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana desa 
yang diberikan. Laporan keuangan desa berbeda dengan laporan keuangan 
sektor publik maupun laporan keuangan pemerintahan. 
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 Pasal 1 

mengatakan bahwa, keuangan desa yaitu semua hak dan kewajiban dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk 

didalamnya segala bentuk kekayaan yang yang berhubungan dengan hak dan 

kewajiban desa tersebut. Laporan Keuangan Desa merupakan hasil akhir dari 

kegiatan usaha yang dijalankan apakah menggambarkan kondisi keuangan yang 

sehat atau tidak, dan dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan, baik itu internal maupun pihak eksternal. 
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Berdasarkan format yang terdapat dalam lampiran Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa, laporan keuangan yang disusun lebih sederhana daripada laporan 

keuangan sektor publik dan pemerintahan yang lain. 

Dasar Penyajian Laporan Keuangan Desa adalah berdasarkan harga 

perolehan sesuai basis kas. Artinya pendapatan dicatat pada saat kas diterima di 

Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat 

definitif. 

2.1.5.2 Penyusunan Laporan Keuangan Desa 

Penyusunan laporan keuangan desa didasarkan pada Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

Keuangan Desa yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan yang 

tertuang dalam PP No. 71 Tahun 2010. Tahap dalam pembuatan laporan keuangan 

desa, menurut Sujarweni (2015:23) adalah sebagai berikut: 

1. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan 

anggaran. 

2. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja, dan pembiayaan. 

Setelah anggarang disahkan maka perlu dilaksanakan. 

3. Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus 

dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas 

pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai 

pengumpulan bukti-bukti transaksi. 

4. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan 

transaksiyang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca. Neraca ini berfungsi untuk 

mengetahui kekayaan/posisi keuangan desa. 
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5. Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakain anggaran 

dibuatlah laporan realisasi anggran desa.   

Metode pencatatan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan 

adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam 

laporan realisasi anggaran. Basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan 

ekuitas dana dalam neraca.  

  Sujarweni (2015:24-26) mengemukakan komponen Laporan Keuangan 

Desa adalah sebagai berikut: 

1. Peraturan Desa tentang Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) 

Anggaran desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang 

dibahas dan disetujui bersama pemerintah desa dan badan permusyawarahan 

desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa. Anggaran dibuat sekurang-

kurangnya sekali dalam setahun. 

b. Buku kas umum 

Buku kas umum digunakan sebagai hasil pencatatan bendahara untuk 

menginformasikan aliran masuk dan keluar kas, baik secara tunai maupun 

giral, mutasi kas dari bank ke tunai dan perbaikan atau koreksi kesalahan 

pembukuan. 

c. Buku kas harian pembantu 

Buku kas harian pembantu digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran 

dan pemasukan yang berhubungan dengan kas saja. 

d. Buku bank 

Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka 

penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank. 

e. Buku pajak 

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka 

penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak. 

f. Buku inventaris desa 

Buku inventaris digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam 

mencatat barang-barang yang dimiliki oleh desa. 
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g. Buku persediaan 

Buku persediaan adalah buku yang mencatat aliran persediaan bahan-bahan 

yang habis pakai yang masuk dan digunakan untuk desa yang berasal baik 

dari pembelian dan pemberian. 

h. Buku modal 

Buku modal/ekuitas dana adalah buku yang digunakan untuk mencatat 

dana-dana dan hibah yang mengalir ke desa. 

i. Buku piutang 

Buku piutang adalah buku yang digunakan untuk mencatat piutang 

desa.Piutang adalah harta desa yang timbul karenanya terjadinya transaksi 

penjualan/sewa menyewa yang pembayarannya dilakukan secara kredit oleh 

perorangan/badan usaha. 

j. Buku hutang/kewajiban 

  Buku hutang/kewajiban adalah buku yang digunakan untuk mencatat hutang 

atau kewajiban desa. 

k. Neraca 

  Neraca adalah catatan yang menyajikan posisi keuangan desa dalam satu 

periode tertentu. Neraca menggambarkan posisi keuangan desa mengenai 

aktiva, kewajiban, dan modal dana pada satu periode. Pos-pos dalam neraca 

terbentuk dari transaksi-transaksi yang terjadi di desa. 

 

 

l. Laporan realisasi anggaran (LRA) desa 

Laporan realisasi anggaran berdasarkan SPAP menyajikan informasi 

realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit dan pembiayaan, yang 

masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 

Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam 

setahun. 

IAI-KASP (2015:40) mengatakan bahwa “Membuat laporan keuangan 

merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi”.  
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Data laporan keuangan diambil dari seluruh proses yang dilakukan sampai 

dengan dibuatnya neraca lajur. Data yang diproses berdasarkan  neraca lajur itulah 

digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan desa terdiri dari: 

1.  Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa 

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan 

laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan 

APBDesa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk peraturan desa. 

Laporan ini menyajikan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari 

pemerintah desa dibandingkan dengan anggarannya sesuai dengan APBDesa atau 

APBDesa Perubahan untuk suatu tahun anggaran tertentu.  

  Wijaya (2018:125) berpendapat Laporan pertanggungjawaban realisasi 

pelaksanaan APBDesa dilampiri dengan: 

a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa pada  

tahun berkenaan. 

b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran 

berkenaan. 

c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke 

desa. 

 

 

2.  Laporan Kekayaan Milik Desa 

Laporan ini menyajikan kekayaan milik desa yang pada dasarnya merupakan 

selisih antara aset yang dimiliki desa dengan jumlah kewajiban desa sampai 

dengan tanggal 31 Desember suatu tahun. 

 Menurut Wijaya (2018:129) Untuk penyusunan laporan kekayaan milik 

desa tahun berjalan sebagai berikut: 
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a. Akun Uang Kas di Bendahara Desa, saldonya diambil dari BKU dia akhir 

tahun setelah ditutup, sedangkan akun Rekening Kas Desa akan diambil dari 

Buku Bank setelah sebelumnya dilakukan rekonsilasi denagan rekening Koran. 

b. Akun Piutang, dilaksanakan inventaris atas hak desa yang belum diterima 

sampai tanggal pelaporan, hak desa diketahui dari dokumen perjanjian sewa 

karena pihak ketiga menikmati jasa yang diberikan desa tetapi belum 

membayar kewajibannya. 

c. Akun Persediaan, dilaksanakan denagan menghitung sisa persediaan yang 

masih ada per tanggal laporan menggunakan nilai pembelian terakhir. 

d. Akun Penyertaan Modal, yaitu Akumulasi jumlah uang yang diberikan kepada 

BUM Desa dengan mengacu pada peraturan desa. 

e. Akun Aset Tetap yang berupa tanah; bangunan dan gedung; peralatan dan 

mesin; jalan, jaringan, dan irigasi; yang diambil dari hasil rekonsiliasi antara 

buku inventaris pengurus barang dan laporan progres kegiatan dari pelaksanaan 

kegiatan.  

f. Akun Dana Cadangan, dilakukan inventaris atas rekening bank yang 

menampung dana cadangan yang dimiliki oleh pemerintah desa. 

g. Akun Kewajiban Jangka Pendek, dilakukan inventaris atas kewajiban 

pemerintas desa seperti pendapatan diterima dimuka, pajak yang sudah 

dipungut tetapi belum disetor, dan lain sebagainya. 

h. Akun Kekayaan Bersih, yang merupakan selisih antara nilai asset desa dan 

kewajiban jangka pendek. 

Ikatan Akuntan Indonesia (2014:09) tujuan laporan keuangan adalah untuk 

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas 

entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam 

pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil 

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka. 

Adapun, tujuan dari laporan keuangan desa adalah sebagai berikut: 
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1. Sebagai alat untuk evaluasi dan alat pengendalian. 

2. Indikator efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan. 

3. Wujud transparansi dan akuntabilitas sesuai undang-undang. 

4. Informasi untuk mengetahui posisi keuangan desa. 

 

2.2 Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang telah 

diuraikan diatas maka penulis dapat mengemukakan hipotesis penelitian sebagai 

berikut:  Penerapan Akuntansi Keuangan Pada Desa Terantang Kecamatan 

Tambang Kabupaten Kampar, belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima 

Umum. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. 

Menurut Sugiyono (2016) terkait dengan desain penelitian, menyatakan, “Bahwa 

penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk meneliti objek yang alamiah dimana peneliti adalah 

sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara 

purposive dan snowball, teknik penggabungan dengan triangulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi”. 

3.2 Objek Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Desa Terantang Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data primer  

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data (Sugiyono, 2016: 225). Data primer dalam penelitian ini adalah 

data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bendahara Desa dan Sekretaris 

Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, mengenai sejarah 

berdirinya Desa Terantang serta keseharian warga Desa Terantang. 
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2. Data sekunder  

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data (Sugiyono, 2016: 225). Data sekunder dari penelitian ini adalah 

data yang diperoleh dengan mengumpulkan data yang telah disusun Desa 

Terantang dalam bentuk yang sudah jadi seperti Laporan Realisasi Anggaran 

Desa, Laporan Kekayaan Milik Desa, Rincian Anggaran Pendapatan, Buku 

Pembantu Kegiatan, Buku Pembantu Pajak, Laporan Penyerapan Dana Desa, 

Buku Kas Umum, dan Buku Pembantu Bank.  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan, Teknik yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Merupakan metode untuk mendapatkan data dengan melakukan tanya 

jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan guna mendapatkan 

data dan keterangan yang menunjang dalam analisis penelitian. 

2. Teknik dokumentasi 

Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data seperti 

laporan keuangan, sejarah desa, serta data lainnya yang berhubungan dengan 

penulisan skripsi sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang 

dihadapi. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang diperlukan 

menggunakan teknik dokumentasi baik dalam bentuk pengambilan gambar dan 

juga dokumen resmi yang dimiliki desa. Menurut Ridwan (dalam Sumarta 

2013:87) menyatakan bahwasannya Dokumentasi ditujukan untuk memeroleh 
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data langsung dari tempat kejadian, dapat berupa buku-buku yang relevan, foto-

foto, dokumenter, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, film, serta data yang 

relevan yang dapat mendukung penelitian.  

3.5 Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data penulis memakai metode deskriptif yaitu, 

menganalisa dan mengumpulkan data, yang kemudian disusun berdasarkan 

kelompoknya agar data-data tersebut dapat diteliti berdasarkan teori relevan yang 

berkaitan dengan rumusan masalah yang dibahas dan kemudian akan diambil atau 

ditarik suatu kesimpulan dan saran. 
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian  

4.1.1 Sejarah Desa Terantang  

Sejarah Desa Terantang berawal dari beberapa abad silam, daerah 

Terantang dihuni oleh oleh dua kelompok suku yaitu suku domo dan suku melayu 

yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala suku dimana suku domo 

dipimpin oleh Datuk Sipanduko dan suku melayu oleh Datuk Majalelo. Kedua 

suku ini berasal dari daerah disekitar Candi Muara Takus yang diperkirakan 

mereka sampai kedaerah ini sekitar abad ke 13M yang yang terdiri dari beberapa 

keluarga.    

Pada mulanya pemukiman mereka ditempat yang baru ini adalah terpisah 

yakni sebelah menyebelah dengan sungai kampar dimana pemukiman suku domo 

saat itu berjarak +3 Km disebelah utara Desa Terantang yang sekarang diberi 

nama Lubuk Bakung (Sungai Kualu), sedangkan suku melayu bertempat tinggal 

di Tebing Tinggi yang sekarang bernama Pendakian dan berjarak +5 Km sebelah 

selatan dari Desa Terantang. Sekitar satu abad kemudian, setelah kedatangan 

mereka keadaan sungai kampar yang begitu luas kemudian beransur-ansur 

menjadi sempit dan mendangkal yang akhirnya membentuk beberapa tumpukan 

tanah yang timbul ditengah-tengah sungai yang masih terpisah-pisah letaknya. 

Tanah yang pertama timbul ditengah-tengah sungai itu diberi nama Pulau 
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Pumpun. Setelah suku domo mengetahui tanah yang baru ini maka sekitar abad 

15M mulailah mereka menempati daerah ini. Kemudian timbul lagi tumpukan 

tanah yang kedua yang dinamakan dengan Rantau Panjang.  

Daerah ini mulai ditempati sekitar dua abad kemudian yakni dengan 

datangnya kelompok suku baru dari negeri sembilan (Daerah XIII Koto Kampar). 

Mereka ini membawa suku dengan nama suku pitopang. Beberapa waktu 

kemudian timbul lagi tumpukan tanah yang ketiga. Tumpukan tanah ini diberi 

nama dengan Kampung Tengah karena terletak ditengah-tengah tumpukan tanah 

yang pertama dengan yang kedua.  

Maka untuk menempati tumpukan tanah yang ketiga ini dicarilah kata 

mufakat diantara kedua suku yakni suku domo dan suku pitopang. Karena mereka 

sudah mengetahui bahwa di Tebing Tinggi sudah ada suku melayu, maka suku 

melayu tersebut diundang untuk mengadakan pertemuan yang menyangkut 

tentang penempatan daerah baru ini yang belum dihuni. Akhirnya diputuskanlah 

bahwa yang akan menempati daerah baru tersebut adalah suku melayu. Setelah 

daerah-daerah tersebut telah ditempati oleh ketiga suku tersebut maka tidak lama 

kemudian direntangkanlah suatu tali (adat) diantara ketiga suku tersebut.  

Tali adat yang direntangkan itu berasal dari negeri Tambang (Danau 

Bingkuang) dimana pada waktu itu adat yang berkembang di negeri Tambang 

adalah sama dengan adat yang berkembang di negeri Pagaruyung (Minang Kabau) 

karena raja yang memerintah di negeri Tambang pada waktu itu adalah seorang 

pegawai Istana Pagaruyung yang melarikan diri. Maka dengan selesainya tali 

(adat) tersebut direntangkan pada ketiga daerah maka mulailah saat itu ketiga 
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daerah tersebut resmi ditukar menjadi “Terantang”. Dengan demikian dapatlah 

disimpulkan bahwa nama Desa Terantang berasal dari “Rentang” yaitu tali (adat) 

yang direntangkan pada ketiga pemukiman baru tersebut. 

4.1.2 Kondisi Geografis  

Desa Terantang merupakan salah satu desa diantara 15 desa yang berada di 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Desa Terantang terletak di sebelah 

timur ibukota Kecamatan. Adapun batas-batas dari Desa Terantang adalah :  

1. Sebelah Utara berbatas dengan Kualu Nenas  

2. Sebelah Selatan berbatas dengan PTPN. V  

3. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Padang Luas  

4. Sebeleh Timur berbatas dengan Desa Parit Baru  

Apabila dilihat dari letak wilayah Desa Terantang Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar, maka wilayah Desa Terantang ini mempunyai jarak : 

1. Jarak dengan ibu kota Provinsi + 44 Km  

2. Jarak dengan ibu kota Kabupaten + 38 Km  

3. Jarak dengan ibu kota Kecamatan + 13 Km  

Adapun luas Desa Terantang adalah + 90 Km2 dengan ketinggian dari 

permukaan sungai + 2,5 m. Desa Terantang terletak pada 103,2500 Lintang Timur 

dan 1,5500 Lintang Utara dengan suhu maksimum 33,70 celcius dan suhu 

minimum 22,20 celcius. 

4.1.3 Struktur Organisasi Desa Terantang 

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Terantang Kecamatan Tambang 

dapat dilihat dari bagan Organisasi Pemerintahan Desa dibawah ini : 
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Sumber : Struktur Organisasi Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar 

 Pemerintahan Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar 

tidak jauh berbeda dengan desa lainnya. Dari bagan di atas dapat diketahui bahwa 

pemerintahan yang tertinggi yang ada di Desa Terantang adalah Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD), sedangkan yang paling rendah adalah RW/RT. 

Kepala Desa berada dibawah Badan Permusyarawatan Desa (BPD) yang dibantu 

oleh seorang sekretaris desa. Kemudian dibawah kepala desa terdapat 4 buah kaur 

yang akan membantu kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Adapun  

keempat kaur tersebut adalah Kaur Pembangunan, Kaur Pemerintahan, Kaur 

Keuangan dan Kaur Umum Dalam struktur perangkat desa pemerintah Desa 
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Terantang dipimpin oleh seorang kepala desa yang ditunjuk melalui proses 

pemilihan kepala desa (Pilkades) langsung dengan sistem demokrasi dan 

mengutamakan putra- putri terbaik desa dan memahami tentang pemerintahan 

desa.  

4.1.4 Perekonomian 

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Terantang bermacam-macam mata 

pencahariannya. Kondisi ekonomi masyarakat desa terantang secara kasat mata 

terlihat jelas perbedaannya. Mata pencaharian di sektor-sektor usaha yang 

berbeda-beda pula, sebagian besar di sektor non formal seperti buruh bangunan, 

buruh tani, petani sawah ladang, perkebunan karet, sawit, sebagaian kecil disektor 

formal seperti PNS pemda, honorer, guru, tenaga medis, Tni/ Polri Dan untuk 

lebih jelasnya lihat tabel berikut: 

 
Tabel 4.1 

Mata Pencaharian Pokok Desa Terantang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Mata Pencaharian Pokok Desa Terantang Kecamatan Tambang 
Kabupaten Kampar 
 
 
 

Jenis Pekerjaan Laki-laki 
(Orang) 

Perempuan 
(Orang) 

 Petani 367 289 
 Buruh tani 80 6 
 Pegawai Negeri Sipil 19 10 
 Peternak 25 5 
 Dokter swasta 0 1 
 Bidan swasta 0 25 

Jumlah 491 331 
Jumlah Total Penduduk   822 
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4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan  

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan pada bab I dan dengan 

pedoman pada teoritis yang relevan seperti yang telah diuraikan pada bab II, maka 

pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian pada Desa Terantang Kecamatan 

Tambang Kabupaten Kampar. Penulis akan menganalisis tentang akuntansi yang 

diterapkan pada Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar bahwa 

dalam melaksanakan proses akuntansi yang dilakukan Desa Terantang 

menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), yaitu sebagai berikut:  

4.2.1 Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi  

Dalam penyusunan laporan keuangan Desa Terantang Kecamatan 

Tambang Kabupaten Kampar menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa 

(SISKEUDES), Siskeudes yaitu aplikasi pengelolaan keuangan desa untuk 

meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Laporan yang dihasilkan dari 

sistem ini berupa Laporan Kekayaan Milik Desa, Anggaran Pendapatan Dan 

Belanja Desa, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Buku Pembantu Rincian 

Pendapatan, Buku Bank Desa, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Kas Umum dan 

Buku Kas Pembantu Kegiatan.  

Sistem pencatatan penerimaan dan pengeluaran pada Buku Kas Umum 

yaitu pencatatan berdasarkan single entry, dimana pencatatan dilakukan dengan 

sistem tata buku tunggal yang artinya pada sistem ini, pencatatan transaksi 

ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali. Sedangkan dasar pencatatan 

transaksinya Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar 
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menggunakan cash basis yaitu pencatatan transaksi dilakukan ketika transaksi 

terjadi dan uang benar-benar diterima atau dikeluarkan. 

4.2.2 Proses Akuntansi Desa Terantang  

Proses akuntansi Desa Terantang sudah menggunakan sistem 

terkomputerisasi yaitu menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). 

Proses akuntansi keuangan Desa Terantang dimulai dari pengumpulan dan 

menganalisis bukti-bukti transaksi. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia 

Kompertemen Akuntan Sektor Publik (IAI-KASP.2015), tahapan proses 

akuntansi sebagai berikut:  

4.2.2.1 Tahap Pencatatan  

Tahap ini merupakan tahap awal yang dilakukan Desa Terantang yaitu 

tahap pencatatan. Setelah terjadinya transaksi dan timbulnya bukti transaksi, Desa 

Terantang mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas secara tunai pada 

Buku Kas Umum (Lampiran 5) disertai bukti transaksi berupa kwitansi dan nota. 

Setelah itu membuat Buku Kas Pembantu Pajak (Lampiran 8) yang digunakan 

untuk mencatat pungutan atau pemotongan serta pencatatan penyetoran ke kas 

Negara sesuai ketentuan perundangan.  

Selanjutnya desa menyajikan Buku Bank Desa (Lampiran 7) untuk 

merekap uang masuk dan penarikan keuangan, untuk penerimaan dan pengeluaran 

yang berhubungan dengan uang bank. Desa tersebut juga memiliki Buku Kas 

Pembantu Kegiatan (Lampiran 6) yang digunakan untuk mencatat untuk 

menyajikan rincian pencatatan penerimaan dan pengeluaran dari buku kas umum 
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serta Buku Inventaris Desa (Lampiran 3) digunakan untuk mencatat barang-

barang yang dimiliki desa. 

Pencatatan transasksi baik penerimaan maupun pengeluaran yang dicatat 

pada buku kas umum. Transaksi yang dicatat dalam Buku Kas Umum Desa 

Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut: 

28/05/2019 Bendahara Desa melakukan pengambilan Dana Desa (APBN) 

sebesar Rp. 230.000.000  

08/07/2019 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/Minum) sebesar 

Rp. 3.450.000 

07/08/2019 Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos sebesar Rp. 4.694.000 

12/12/2019 Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Penyusunan Kebijakan 

Desa sebesar Rp. 2.500.000 

Terlihat pada tabel 4.2 Buku Kas Umum dibawah, Desa Terantang 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sudah membuat Buku Kas Umum. 

Namun sebaiknya Desa Terantang membuat pencatatan dengan System Double 

Entry dimana desa harus membuat jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran 

kas. System Double Entry yaitu system pencatatan dimana transaksi ekonomi 

dicatat sebanyak dua kali. Setiap transaksi akan mempengaruhi dua perkiraan, 

yaitu disisi debit dan satu disisi kredit. Setiap Pencatatan harus menjaga 

keseimbangan antara sisi debit dan sisi kredit dari persamaan dasar akuntansi.  

Berikut jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas Desa Terantang 

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar (Tabel 4.3 dan Tabel 4.4).  
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4.2.2.2 Tahap Penggolongan  

Tahap penggolongan merupakan tahap mengelompokkan catatan bukti 

transaksi kedalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo 

yang telah dicatat dan dinilai kedalam kelompok debit dan kredit. Setiap transaksi 

yang terjadi baik akibat yang terkait dengan penerimaan pendapatan pengeluaran 

belanja dan penerimaan atau pengeluaran pembiayaan dicatat pada Buku Kas 

Umum (BKU). Selanjutnya atas transaksi-transaksi yang telah dilakukan 

pencatatannya dibukukan ke dalam buku besar dan buku besar pembantu. Desa 

Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tidak membuat buku besar 

dan buku besar pembantu karena dalam pelaporan desa sudah menggunakan 

aplikasi SISKEUDES, dimana pada Aplikasi Siskeudes telah membuat buku kas 

pembantu kegiatan yang berguna untuk mencatat semua jenis kegiatan yang telah 

dilaksanakan oleh desa dan dicatat sesuai dengan bidang dan kegiatan 

masingmasing. Berikut ini merupakan contoh buku besar yang seharusnya 

diterapkan oleh Desa Terantang Kecamatan Tambang.  
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4.2.2.3 Tahap Pengikhtisaran 

 4.2.2.3.1 Neraca Saldo  

Proses selanjutnya yang dilakukan yaitu membuat Neraca Saldo. Desa 

Terantang tidak membuat neraca saldo karena telah menggunakan aplikasi Sistem 

Keuangan Desa yang dapat melakukan proses akuntansi dan mengelola keuangan 

desa secara otomatis laporan keuangan sudah jadi dan bisa dicetak.   

Pada tahap pengikhtisaran dilakukan pembuatan neraca saldo setelah 

seluruh transaksi dicatat pada buku kas umum dan buku besar. Pencatatan ke 

neraca saldo dilakukan untuk meyakini bahwa proses yang dilakukan dengan 

benar (pengecekan debit dan kreditnya sudah seimbang). Neraca saldo adalah 

ringkasan dari akun-akun transaksi beserta saldonya yang memiliki fungsi sebagai 
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dasar untuk menyiapkan laporan keuangan atau sebagai bahan evaluasi untuk 

mengetahui keseimbangan antara jumlah debit dan kredit.  

Berikut ini merupakan contoh neraca saldo kegiatan yang seharusnya 

diterapkan oleh Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. 

 
Tabel 4.8 

Neraca Saldo  
Tahun Anggaran 2019 

 
Kode 
Akun 

Nama Akun Debit (Rp) Kredit (Rp) 

1110 
1111 
1112 

Kas Desa : 
a. Rekening Kas Desa 
b. Uang Kas di Bendahara 

 
 453.517.108  

 250.000 

 

1120 
1121 

Investasi Jangka Pendek : 
a. Deposito 

  

1130 
1131 
1132 

Piutang : 
a. Piutang Sewa Tanah 
b. Piutang Sewa Gedung 

  

1141 
1141 
1142 

Persediaan : 
a. Kertas Segel 
b. Materai 

  

1200 
1221 

Investasi Jangka Panjang : 
a. Penyertaan Modal Pemerintah Desa 

 
 133.000.000 

 

1300 
1310 
1320 
1330 
1340 
1350 
1360 

Aset Tetap : 
a. Tanah 
b. Peralatan dan Mesin 
c. Gedung dan Bangunan 
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan 
e. Aset Tetap Lainnya 
f. Kontruksi dalam Pengerjaan 

 
 0,00 

 169.559.500  
 431.907.700  
 806.596.500  
 31.836.500  

 0,00 

 

1400 Dana Cadangan   
1500 Aset Tidak Lancar Lainnya   
2100 
2110 
2120 
2130 

Kewajiban Jangka Pendek : 
a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga 
b. Utang Bunga 
c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 

  

2200 
2210 

Kewajiban Jangka Panjang : 
a. Utang dalam negeri 

  

4200 
4210 
4220 

Pendapatan Transfer : 
a. Dana Desa 
b. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi 

  
 1.180.569.000  

 33.979.250  
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4230 
4241 
4242 

Kabupaten/ Kota 
c. Alokasi Dana Desa 
d. Bantuan Provinsi 
e. Bantuan Kabupaten/Kota 

  
784.888.000  
 200.000.000  
 400.000.000 

4300 
4310 

 
4320 

Pendapatan Lain-lain : 
a. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 
Yang Tidak Mengikat 
b. Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah 

  
 18.147.000  

 

5100 
 

5110 
5120 
5130 
5140 

Belanja Bidang Penyelanggaran 
Pemerintahan Desa: 
a. Penghasilan Tetap dan Tunjangan 
b. Operasional Pemerintahan Desa 
c. Administrasi Kependudukan  
d. Tata Praja Pemerintahan 

 
 

 530.039.492  
 169.546.000  

 3.000.000  
 17.991.000 

 

5200 
 

5210 
5220 
5230 

 
5240 
5250 

Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan 
Desa: 
a. Bidang Pendidikan 
b. Bidang Kesehatan 
c. Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan 
Ruang 
d. Bidang Kawasan Pemukiman 
e. Bidang Perhubungan Dan Komunikasi 

 
  

78.503.600  
 23.850.000  

 678.427.500  
  

131.252.000  
 13.600.000 

 

5300 
 

5310 
 

5320 
5330 
5340 

Belanja Bidang Pembinaan 
Kemasyarakatan: 
a. Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan 
Ketertiban 
b. Bidang Kebudayaan Dan Keagamaan  
c. Bidang Kepemudaan Dan Olahraga 
d. Bidang Kelembagaan Masyarakat 

 
 

 23.600.000  
 

 3.000.000  
 4.000.000  
 8.000.000 

 

5400 
5410 
5420 
5430 
5440 

Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat: 
a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 
b. Pemberdayaan Perempuan 
c. Dukungan Penanaman Modal 
d. Perdagangan Dan Perindustrian 

 
0,00  

 7.134.800  
 6.000.000  

 431.907.700 

 

6100 
6110 
6120 
6130 

Penerimaan Pembiayaan : 
a. SILPA 
b. Pencairan Dana Cadangan 
c. Hasil Kekayaan Desa yang Dipisahkan 

  
 99.035.950  

 
 

6200 
6210 
6220 

Pengeluaran Pembiayaan : 
a. Pembentukan Dana Cadangan 
b. Penyertaan Modal Desa 

  
 

 133.000.000 
Sumber : Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa (IAI-KASP) (2015) 
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4.2.2.3.2 Penyesuaian  

Pada aplikasi SISKEUDES terdapat menu penyesuaian yang digunakan 

untuk mencatat mutasi penambahan atau pengurangan aset dalam tahun berjalan, 

penyesuaian Laporan Kekayaan Milik Desa. Menu ini digunakan untuk 

menyesuaikan pendapatan dan belanja yang sudah bersifat definitif. Proses 

akuntansi yang seharusnya dilakukan oleh Desa Terantang Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar adalah membuat pencatatan jurnal penyesuaian. Tetapi yang 

terjadi pada Desa Terantang tidak adanya melakukan pencatatan terhadap jurnal 

penyesuaian. Laporan Kekayaan Milik Desa Terantang Kecamatan Tambang 

bagian akumulasi penyusutan aktiva tetap bersaldo Rp 0, karena bendahara desa 

tidak menghitung jumlah penyusutan pada aset tetap seperti peralatan dan mesin, 

gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, sehingga nilai aset tetap tidak 

menunjukkan nilai sebenarnya. Jurnal penyesuaian merupakan jurnal yang dibuat 

pada saat proses pencatatan jika ada perubahan saldo dalam akun maka dari itu 

saldo tersebut akan mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Penyesuaian atas 

perkiraan dan penyusunan laporan keuangan dilakukan akhir periode yang disebut 

periode fiskal, jurnal penyesuaian menentukan berapa pendapatan yang diakui dan 

beban yang berhubungan dengan barang dan jasa yang terpakai. Dibawah ini 

merupakan jurnal penyesuaian yang seharusnya dibuat oleh Desa Terantang yang 

berpedoman pada Prinsip Akuntansi Berterima Umum. 

a) Penyesuaian Persediaan 

Pada Laporan Kekayaan Milik Desa Terantang Kecamatan Tambang tahun 

2018 dan 2019 (Lampiran 1) persediaan bersaldo Rp 0. Hal ini menunjukkan 
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bahwa Desa Terantang Kecamatan Tambang tidak membuat penyesuaian terhadap 

persediaan yang meliputi benda pos dan materai, alat tulis kantor, alat-alat 

listrik/lampu/batterai, alat kebersihan dan bahan pembersih. Seharusnya Desa 

Terantang menghitung nilai persediaan yang tersisa agar diakhir periode 

mencerminkan keadaan persediaan yang sebenarnya.  

Pada Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun 2018 yang terdapat 

pada bagian belanja modal memiliki kegiatan dan bidang masing-masing yang 

meliputi, belanja listrik, air, telepon, fax/internet sebesar Rp. 3.000.000, belanja 

alat tulis kantor sebesar Rp 10.407.000, belanja alat-alat kebersihan dan bahan 

pembersih sebesar Rp 2.030.000, benda pos dan materai sebesar Rp 2.100.000, 

belanja alat listrik/battery/lampu sebebsar Rp. 2.695.000, belanja fotocopy, cetak 

dan penggandaan sebesar Rp 4.755.400. Pada tahun 2019 terdapat belanja alat 

tulis kantor dan benda pos sebesar Rp. 18.796.500, belanja perlengkapan alat-alat 

listrik sebesar Rp. 2.695.000, belanja alat rumah tangga dan bahan pembersih 

sebesar Rp. 2.500.000, belanja barang cetak dan penggandaan sebesar Rp. 

10.407.000, tidak semua yang ada di daftar belanja persediaan tersebut habis 

dipakai. Jika diasumsikan pada akhir tahun 2018 masih ada persediaan yang 

tersisa yaitu sepuluh persen (10%) dari belanja alat tulis kantor sebesar Rp. 

1.040.700, belanja alat kebersihan dan bahan pembersih sebesar Rp. 203.000, 

belanja benda pos dan materai sebesar Rp. 210.000, untuk itu maka harus 

dilakukan penyesuaian dengan jurnal sebagai berikut :  

1. Alat Tulis Kantor 

Diasumsikan sisa barang belanja  alat tulis kantor adalah 10% :  
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Rp 10.407.000 x 10% = Rp 1.040.700 

Barang alat tulis kantor yang terpakai tahun 2018: 

Rp 10.407.000 - Rp 1.040.700 = Rp 9.366.300 

Jurnal Penyesuaian : 

Beban bahan habis pakai  Rp. 9.366.300 

  Persediaan alat tulis kantor   Rp. 9.366.300 

2. Alat Kebersihan Dan Bahan Pembersih 

Diasumsikan sisa barang belanja alat kebersihan dan bahan pembersih adalah 

10%, maka:  

Rp. 2.030.000 x 10% = Rp. 203.000 

Barang alat kebersihan dan bahan pembersih yang terpakai pada tahun 2018: 

Rp. 2.030.000 – Rp. 203.000 = Rp. 1.827.000 

Jurnal penyesuaian : 

Beban bahan habis pakai  Rp. 1.827.000 

 Persediaan alat kebersihan dan bahan pembersih  Rp. 1.827.000 

3. Belanja Benda Pos Dan Materai 

Diasumsikan sisa barang belanja Benda Pos Dan Materai adalah 10%, maka : 

Rp. 2.100.000 x 10% = Rp. 210.000 

Barang benda pos dan materai yang terpakai pada tahun 2018 adalah : 

Rp. 2.100.000 – Rp. 210.000 = Rp. 1.890.000 

Jurnal Penyesuaian : 

Beban bahan habis pakai  Rp. 1.890.000 

   Persediaan benda pos dan materai Rp. 1.890.000 
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  Hasil perhitungan diatas, menunjukkan nilai yang seharusnya disesuaikan 

oleh Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Berikut Tabel 4.9 

menunjukkan sisa persediaan Desa Terantang yang tersisa pada akhir tahun 2019.  

Dari data belanja persediaan pada Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, 

Desa Terantang seharusnya menghitung persediaan yang masih tersisa pada akhir 

periode dan menampilkannya pada Laporan Kekayaan Milik Desa serta 

berdampak pada penambahan kekayaan bersih atau aset bersih.  

Tabel 4.9 
Persediaan Yang Seharusnya Tersisa pada Pemerintah  

Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar 

Sumber : Data Olahan Tahun 2021 

b) Penyesuaian Aset Tetap 

Desa Terantang terdapat temuan data pada Laporan Kekayaan Milik Desa 

(Lampiran 1) tahun 2019 adanya kesalahan perpindahan saldo aset tetap tahun 

Persediaan Tahun 
2019 (Rp) 2018 (Rp) 

Kegiatan Operasional Kantor Desa   
   Belanja Barang Dan Jasa   

- Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet  300.000 
- Belanja Alat Tulis Kantor 1.879.650 1.040.700 
- Belanja Alat-Alat Kebersihan Dan Bahan Pembersih  250.000 203.000 
- Belanja Benda Pos Dan Materai  210.000 
- Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu 269.500 269.500 
- Belanja Fotocopy, Cetak Dan Penggandaan 1.040.700 475.540 

Kegiatan Operasional BPD   
   Belanja Barang Dan Jasa   

- Belanja Alat Tulis Kantor   
- Belanja Benda Pos Dan Materai   

Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi   
  Belanja Barang Dan Jasa   

- Belanja Alat Tulis Kantor   
Jumlah 3.439.850 2.498.740 
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2018 yaitu peralatan dan mesin senilai Rp 169.559.500, gedung dan bangunan 

senilai 431.907.700, serta jalan, jaringan, dan instalasi senilai Rp 806.596.500 

yang nominalnya tidak sesuai dengan saldo aset tetap pada Laporan Kekayaan 

Milik Desa (Lampiran 1) tahun 2018 yaitu peralatan dan mesin senilai Rp 

167.297.000, gedung dan bangunan senilai Rp 375.820.200, serta jalan, jaringan, 

dan instalasi senilai Rp 477.375.500.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pencatatan dan pelaporan 

aset tetap yang dilakukan oleh Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten 

Kampar belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum. Hal ini 

dikarenakan terdapat bagian akumulasi penyusutan aktiva tetap bersaldo Rp 0, 

karena bendahara desa tidak menghitung jumlah penyusutan pada aset tetap 

seperti peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi. 

Pada Laporan Kekayaan Milik Desa tahun 2019, aset tetap peralatan dan mesin 

sebesar Rp. 169.559.500, gedung dan bangunan sebesar Rp. 431.907.700 serta 

jalan, jaringan dan instalasi sebesar Rp. 806.596.500 (Lampiran 1).  

Keputusan Menteri Keuangan Nomo 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa 

Manfaat menjelaskan umur ekomonis 10 tahun (peralatan dan mesin), 50 tahun 

(gedung dan bangunan), 10 tahun (jalan, jaringan dan instalasi). Berdasarkan 

Metode garis lurus penyusutan aset tetap dapat dihitung sebagai berikut :  

 

a) Penyusutan untuk peralatan dan mesin  

Pertahun  : Rp. 169.559.500 = Rp. 16.955.950 
          10 tahun  

Adapun jurnal penyesuaian sebagai berikut: 
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Beban Penyusutan Peralatan Dan Mesin   Rp. 16.955.950 

  Akumulasi Penyusutan Peralatan Dan Mesin      Rp. 16.955.950 

b) Penyusutan Gedung Dan Bangunan 

Pertahun :  Rp. 431.907.700 = Rp. 8.638.154 
            50 Tahun 

Adapun Jurnal Penyesuaian Sebagai Berikut: 

Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan    Rp. 8.638.154 

  Akumulasi Penyusutan Gedung Dan Bangunan  Rp. 8.638.154 

c) Penyusutan Jalan, Jaringan Dan Instalasi 

Pertahun  : Rp. 806.596.500 = Rp. 80.659.650 
          10 Tahun 

Adapun Jurnal Penyesuaian Sebagai Berikut: 

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan Dan Irigasi  Rp. 80.659.650 

    Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan Dan Irigasi   Rp. 80.659.650 

4.2.2.3.3 Neraca Lajur 

Langkah berikutnya membuat Kertas kerja atau Neraca Lajur yang berguna 

untuk mempermudah dalam pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi 

APBDesa dan Laporan Kekayaan Milik Desa. Desa Terantang tidak membuat 

Neraca Lajur, karena sudah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa yang 

mempermudah dalam penyusunan laporan keuangan. Sehingga bendahara desa 

tidak perlu lagi membuat neraca lajur. Menurut IAI-KASP (2015) tentang 

asistensi akuntansi keuangan desa berdasarkan siklus akuntansi pada tahap 

pengikhtisaran yaitu membuat Neraca Lajur. 

4.2.2.4 Tahap Pelaporan  
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Tahap akhir dari siklus akuntansi yaitu membuat laporan keuangan, 

bendahara Desa Terantang telah membuat laporan keuangan yang terdiri dari 

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran APBDes (Lampiran 2) untuk mencatat 

pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tujuannya untuk mengetahui sisa 

lebih/kurang perhitungan anggaran diakhir periode. Selanjutnya Desa Terantang 

membuat Laporan Kekayaan Milik Desa (Lampiran 1) yang menyajikan aset 

lancar, aset tidak lancar, kewajiban dan ekuitas pemerintah desa per 31 Desember 

tahun anggaran. 

a. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa     

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa yaitu laporan yang menyajikan 

informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan dan 

sisa lebih/kurang pembiyaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan 

dengan anggarannya dalam satu periode. Adapun pendapatan desa tersebut terdiri 

atas pendapatan asli desa, pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain. Belanja 

desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban 

desa dalam 1 anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 

desa. Belanja desa meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang 

pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang 

pemberdayaan masyarakat. 

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa 

dikelompokkan menjadi penerimaan pembiayaan yang meliputi Sisa lebih 
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perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya dan pengeluaran pembiayaan 

meliputi penyertaan modal desa. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes yang 

digunakan Desa Terantang telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 

2014 dan IAI KASP.  

b.  Laporan Kekayaan Milik Desa 

Laporan Kekayaan Milik Desa berisikan aset dan kewajiban. Laporan 

Kekayaan Milik Desa harus dilakukan secara sistematis dan tentunya akuntabel 

yang artinya laporan tersebut mudah dimengerti dan jelas perhitungannya sesuai 

dengan format standar akuntansi.  

Laporan Kekayaan Milik Desa disusun untuk mengetahui jumlah kekayaan 

bersih pada Desa. Menurut IAI-KASP Tahun 2015 Tentang Pedoman Asistensi 

Akuntansi Keuangan Desa, Laporan Kekayaan Milik Desa menyajikan Laporan 

yang pada dasarnya merupakan selisih antara antara aset yang dimiliki Desa 

dengan jumlah kewajiban desa sampai dengan tanggal 31 Desember setiap tahun.  

Desa Terantang telah membuat laporan kekayaan milik desa akan tetapi 

dalam menyajikannya dan melaporkan masih keliru, sebab tidak melakukan 

penyesuaian persediaan dan menghitung akumulasi penyusutan, serta 

ditemukannya adanya kesalahan perpindahan saldo aset tetap. Maka seharusnya 

pemerintahan Desa Terantang Kecamatan Tambang menghitung penyusutan aset 

tetap dan melakukan penyesuaian nilai persediaan yang tersisa pada akhir periode. 

Nilai Jumlah Kekayaan Bersih yang dilaporkan oleh Desa Terantang Kecamatan 

Tambang Kabupaten Kampar Dalam Laporan Kekayaan Milik Desa pada tahun 

2019 dan 2018  adalah Rp.1.893.667.308 dan Rp.1.223.331.000. Berikut Laporan 
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Kekayaan Milik Desa yang seharusnya disajikan oleh Desa Terantang Kecamatan 

Tambang setelah adanya penyesuaian untuk  aset tetap dan setelah aset tahun 

sebelumnya diakumulasikan ke tahun berjalan. 

Tabel 4.10 
Laporan Kekayaan Milik Desa 

Pemerintah Desa Terantang 
Sampai dengan 31 Desember 2019 

 
Kode Uraian Tahun 2019 

(Rp) 
Tahun 2018 

(Rp) 
1. ASET   
1.1.   Aset Lancar   
1.1.1.     Kas Dan Bank 453.767.108 45.852.950 
1.1.1.01.     Kas Di Bendahara Desa 250.000 0,00 
1.1.1.02.     Rekening Kas Desa 453.517.108 45.852.950 
1.1.2.    Piutang 0,00 0,00 
1.1.3.     Persediaan 0,00 0,00 
1.1.3.1.     Persediaan Benda Pos Dan Materai 0,00 0,00 
1.1.3.2.     Persediaan Alat Tulis Kantor 0,00 0,00 
1.1.3.3.     Persediaan Blangko Dan Barang 

Cetakan 
0,00 0,00 

1.1.3.4.     Persediaan Alat-Alat 
Listrik/Lampu/Batterai 

0,00 0,00 

     Jumlah Aset Lancar 453.767.108 45.852.950 
1.2.    Investasi   
1.2.1.     Penyertaan Modal Pemerintah Desa 0,00 156.985.350 
     Jumlah Investasi 0,00 156.985.350 
1.3.    Aset Tetap   
1.3.1.     Tanah 0,00 0,00 
1.3.2.     Peralatan Dan Mesin 169.559.500 167.297.000 
 Akumulasi Penyusutan 

Peralatan Dan Mesin 
(16.955.950) (16.729.700) 

1.3.3.     Gedung Dan Bangunan 431.907.700 375.820.200 
 Akumulasi Penyusutan 

Gedung Dan Bangunan 
(8.638.154) (7.516.404) 

1.3.4.     Jalan, Irigasi Dan Jaringan 806.596.500 477.375.500 
 Akumulasi Penyusutan Jalan, 

Irigasi, Dan Instalasi 
(80.659.650) (47.737.550) 

1.3.5.     Aset Tetap Lainnya 31.836.500 0,00 
1.3.6.     Konstruksi Dalam Pengerjaan 0,00 0,00 
     Jumlah Aset Tetap 1.333.646.446 948.509.046 
1.4    Dana Cadangan 0,00 0,00 
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Sumber : Data Olahan Tahun 2021 
 

Dari tabel Laporan Kekayaan Milik Desa diatas, setelah dilakukan 

penyusutan aset tetap, maka yang seharusnya dilaporkan dalam Laporan 

Kekayaan Milik Desa oleh Desa Terantang adalah senilai Rp.1.787.413.554 dan 

Rp.1.151.347.346.  

 

 

 

 

 

 

 

1.5    Aset Tidak Lancar Lainnya 0,00 0,00 
      JUMLAH ASET 1.787.413.554 1.151.347.346 
2.   KEWAJIBAN   
2.1.    Kewajiban Jangka Pendek 0,00 0,00 
    JUMLAH KEWAJIBAN 

JANGKA PENDEK 
0,00 0,00 

     UMLAH KEKAYAAN BERSIH 
(I-II) 

1.787.413.554 1.151.347.346 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

1. Proses akuntansi yang diterapkan Desa Terantang yaitu ada empat tahap yaitu 

tahap pencatatan, tahap penggolongan, tahap pengikhtisaran, dan tahap 

pelaporan. 

2. Dasar pencatatan yang di lakukan pada Desa Terantang Kecamatan Tambang 

Kabupaten Kampar adalah basis kas (cash basis) dan menggunakan 

pencatatan berdasarkan single entry. 

3. Laporan Kekayaan Milik Desa Pemerintah Terantang Kecamatan Tambang 

tidak menghitung penyusutan terhadap aset tetap. 

4. Laporan Kekayaan Milik Desa Desa Terantang tahun 2019 adanya kesalahan 

perpindahan saldo aset tetap. 

5. Diakhir periode Pemerintahan Desa Terantang tidak menghitung saldo 

persediaan yang masih tersisa.  

6. Penerapan akuntansi pada pemerintahan Desa Terantang Kecamatan 

Tambang Kabupaten Kampar belum sepenuhnya sesuai dengan Prinsip 

Akuntansi Berterima Umum 

5.2 Saran  

1. Sebaiknya Desa Terantang membuat penyusutan terhadap aset tetap pada 

Laporan Kekayaan Milik Desa supaya laporan keuangan yang disajikan lebih 

akurat. 
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2. Sebaiknya Pemerintah Desa Terantang lebih teliti dalam menginput nominal 

angka pada laporan keuangan. 

3. Sebaiknya dalam Laporan Kekayaan Milik Desa, Pemerintah Desa Terantang 

menghitung persediaan yang masih tersisa diakhir periode karena didalam 

akuntansi dikenal dengan prosedur penyesuaian yang nantinya akan 

berpengaruh terhadap laporan keuangan. 

4. Sebaiknya Desa Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar dalam 

pembuatan laporan keuangan berpedoman pada Prinsip Akuntansi Berterima 

Umum. 
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